BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya
melekat harkat dan martabat sebagai manusia  seutuhnya. Setiap anak
mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang
terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.
Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti
sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan
penerus pembangunan, Yyaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek
pelaksana pambangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan
suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti
melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia
seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.*

Banyak para aktivis di dunia yang memperjuangkan hak dan keadilan
dalam perlindungan anak karena anak dianggap merupakan penerus bangsa sejak
dulu perjuangan ini sudah dilakukan sejak perang dunia pertama hingga saat ini.
Salah satu orang diantara para aktivis perempuan Eglantyne Jebb, yang

kemudian mengembangkan butir-butir pernyataan tentang hak anak pada tahun

! Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, hal vii.



1923 diadopsi menjadi Save the Children Fund International Union, yang antara

lain berupa:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Anak harus dilindungi diluar dari segala pertimbangan ras, kebangsaan dan
kepercayaan.

Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga.

Anak harus disediakan sarana-sarana yang diperlukan untuk perkembangan
secara normal, baik material, moral dana spiritual.

Anak yang lapar harus diberi makan, yang sakit harus dirawat, anak cacat
mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar
harus diurus/diberi pemahaman.

Anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan/pertolongan pada
saat terjadi kesengsaraan.

Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program
kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar pada saat
diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus
mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi.

Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya
dibutuhkan untuk pengabdian kepada semua umat.?

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor

2Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif
Konvensi Hak Anak, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999 .hal 29.



32, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3143 (selanjutnya
disingkat UU Kesejahteraan Anak) menjelaskan di dalam Pasal 2 bahwa hak
anak :

1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan
berdasarkan kasih sayang terbaik dalam keluarganya maupun di dalam
asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan
kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa
untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.

3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam
kandungan maupun sesudah dilahirkan.

4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat
membahayakan atau mneghambat pertumbuhan dan perkembangannya
dengan wajar.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3886 (selanjutnya disingkat UU HAM). Hak

anak telah secara tegas dinyatakan didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4235 (selanjutnya disingkat UU Perlindung Anak), Pasal 4 bahwa setiap

anak berhak untuk hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan



dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak
Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden
Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5332 (selanjutnya disebut UU Sistem Peradilan
Pidana Anak) yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak
dalam Pasal 2 yaitu :
a. Perlindungan;
b. Keadilan;
c. Nondiskriminasi;
d. Kepentingan terbaik bagi anak;
e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
f.  Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
h. Proporsional;
I. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
j.  Penghindaran pembalasan.®

Dilihat dari kasus tindak kejahatan di Indonesia tidak sedikit pelaku dari

kejahatan tersebut merupakan anak-anak mulai dari kejahatan ringan hingga

3http://www.academia.edu/10223324/PENERAPAN_DIVERSI_TERHADAP_ANAK PELAKU_TIN
DAK_PIDANA_DALAM_SISTEM_PERADILAN_ PIDANA_ANAK 27 Maret 2017 21:15.
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kejahatan berat sehingga harus diciptakannya perlindungan bagi anak terhadap
peradilan pidana. Banyaknya kasus yang terjadi pada anak di Indonesia kurang
lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas
kejahatan ringan, seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan
dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial. Dengan demikian, tidak
mengejutkan jika sembilan dari sepuluh anak yang melakukan tindak pidana
dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Sebagai contoh sepanjang tahun 2000
tercatat dalam statistik kriminal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas)
terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana®*. Hal
ini dapat dilihat dari jumlah anak didik dari tahun ke tahun cenderung bertambah.
Pada tahun 2005 anak didik yang ditangani oleh Ditjenpas berjumlah 1645 anak,
pada tahun 2006 berjumlah 1814 anak, pada tahun 2007 berjumlah 2149 anak,
pada tahun 2008 berjumlah 2726 anak, pada tahun 2009 berjumlah 2536 anak
yang menjadi tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di
seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 2008 di provinsi Jawa Timur tercatat
anak yang berstatus anak didik (anak sipil, anak Negara, dan anak pidana)
tersebar di seluruh Rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan untuk orang
dewasa sebanyak 20.262 . Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak

anak yang harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di

4Steven allen, Kata Pengantar, dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk,
Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, UNICEF,
Indonesia, 2003, hal 1.



tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa sehingga mereka
rawan mengalami tindak kekerasan.

Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non
diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk
hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak sehingga diperlukan
penghargaan terhadap anak, termasuk terhadap anak yang melakukan tindak
pidana. Oleh karena itu maka diperlukan suatu system peradilan pidana anak
yang di dalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme
pidana konvensional. Muncul suatu pemikiran atau gagasan untuk hal tersebut
dengan cara pengalihan atau biasa disebut ide diversi, karena lembaga
pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan
justru dalam Lembaga Pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran
terhadap hak anak. Hal inilah yang mendorong ide diversi khususnya melalui
konsep Restorative Justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting
dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Tindak pidana di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa
tetapi juga dilakukan oleh anak, dalam hal ini harus dibedakan cara
penyelesaiannya meskipun tetap harus di pidana dalam prosesnya perlakuan bagi
seorang anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Seorang anak yang
melakukan tindak pidana wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang
berada di lingkungan peradilan umum, dengan proses khusus serta pejabat

khusus yang memahami masalah anak, mulai dari penangkapan, penahanan,



proses mengadili dan pembinaan. Sementara itu dari perspektif ilmu pemidanaan,
meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal (delinkuen) cenderung
merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan
merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang
berupa stigma (cap jahat). Dikemukakan juga oleh Barda Nawawi Arief , bahwa
hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban
pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan
anti sosial.®

Dalam islam sendiri hak anak untuk tidak dihukum pidana hingga usia 15
tahun, berdasarkan Hadis Riwayat Baihaqi : “seorang anak bila telah berusia 15
tahun, maka diperlakukan hudud buatnya.”®

Diversi sendiri merupakan salah satu langkah penyelesaian diluar
peradilan pidana,yang dimaksud diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian
kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses
pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak
pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat,
Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa, Hakim.” Namun menurut UU
No.11 Tahun 2012 telah diberikan tafsiran autentik pada Pasal 1 angka 7, yaitu

“pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses

Shttps://ferlil982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-
indonesia/ 27 Maret 2017 22:23.

®M.Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hal 20.

"Dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, hal 48.
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diluar peradilan pidana.” Terhadap apa yang dimaksud dengan diversi tersebut
UU No.11 Tahun 2012 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.®

Melihat dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti
permasalahan yang terjadi di Kabupaten Temanggung kedalam sebuah judul
skripsi yang berjudul : “Penerapan Diversi Pada Peradilan Pidana Anak

Dalam Kasus Pencurian di Pengadilan Negeri Temanggung”.

B. Rumusan Masalah
Dari uraian yang dikemukakandalam latar belakang masalah diatas, maka
dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana penerapan diversi pada peradilan anak dalam kasus pencurian di
Pengadilan Negeri Temanggung?
2. Apa kendala dan solusi pada penerapan diversi pada kasus pencurian yang

dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Temanggung?

C. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui penerapan diversi pada peradilan anak dalam kasus

pencurian di Pengadilan Negeri Temanggung.

8R.Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hal 47.



2. Untuk mengetahui kendalan dan solusi pada penerapan diversi pada kasus

pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Temanggung.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai :

1. Secara teoritis

a.

Hasil penelitian dapat memberikan teori dalam perkembangan ilmu
hukum khususnya hukum pidana dalam kasus diversi pada Sistem
Peradilan Pidana Anak .

Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang

sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Secara Praktis

a.

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau
praktisi hukum dan instansi terkait tentang penerapan diversi.

Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada
aparat hukum yang terkait dalam kasus penerapan diversi.

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai
bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi
persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu

hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Metode penelitian



1.

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan
yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-
asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku
dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.° Yaitu mengenai

penerapan diversi pada peradilan anak di Pengadilan Negeri Temanggung.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukan penelitian bersifat deskriptif, yaitu
suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-
kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti.
Penelitian yang bersifat deskritif merupakan salah satu jenis penilitian yang
tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena
kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan
masalah yang diteliti. Kegiatan kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-
kegiatan dalam penerapan diversi pada peradilan anak di Pengadilan Negeri
Temanggung.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

Ronny Hanitijo soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1995,

hal.97
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1) Sumber data primer

2)

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang

diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepustakaan

dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk

memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal

maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi

3(tiga), yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:

1.

2.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

11



7. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
8. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi
penulisan hukum ini
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi
bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka
yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa
buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah
yang diteliti yaitu tentang penerapan diversi pada peradilan anak..
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan
petujuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

1) Pengumpulan data primer

2)

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas
terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-
pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-
variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara,
yaitu pihak Pengadilan Negeri Temanggung.

Pengumpulan Data Sekunder

sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan

mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik

dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah

12



resmi yang ada. Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara
membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjaun kriminologis
terhadap tindak pidana pencurian, serta bahan-bahan normatif berupa

produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

5. Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan
yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran
umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode
deskriptif ~ kualtatif ~ yaitu:  penelitian  dekriptif ~yang bertujuan
menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau
kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menetukan ada
tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau
pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian
dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga

diperoleh data yang akurat.

F. Sistematika Penulisan
BAB |I: PENDAHULUAN
Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar
Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian,
Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum

BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA
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Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi pengertian
diversi dan restorative justice, diversi menurut perspektif hukum islam,
pengertian anak,tindak pidana pencurian serta pengertian sistem peradilan pidana
anak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB Il : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi :
membahas tentang penerapan diversi dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh
anak di Pengadilan Negeri Temanggung dan kendala serta solusi dalam
penerapan diversi dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan
Negeri Temanggung.

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran-saran.

14



